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ABSTRACT
This research was conducted to find out, analyge and explain the implementation of legal protection for
Jfemale workers/ laborers who work at night in Jayapura City and to find out, analyze and explain the
Jactors that influence the implementation of legal protection for female workers/ laborers who work at night
in Jayapura city. The research method used is a normative and empirical juridical approach. These two
approaches are used together because in conducting this research what is examined is not only the statutory
provisions in the field of legal protection for women workers/ laborers who work at night but also concerns
the application of provisions in society, especially the rights of women workers/ laborers. who work at night.
The research results show that the implementation of legal protection for women workers/ laborers who work
at night such as wage protection, health insurance, leave, holiday allowances, working hour protection, security
and safety gnarantees at Bar New Karisma and Billiard Score 88 has not been fully implemented. the rights
of women workers/ labourers who work at night. Furthermore, there are several factors that influence the
mplementation of legal protection for women who work at night, including that the legal substance nationally
15 adequate but is not supported by the Jayapura City Regional Regulation concerning Guarantees for women
workers/ labor working at night, besides that the legal culture of the community still views that women who
work in the billiard business at night carry a negative stigma for these workers/ laborers and supervision
Sfrom the Jayapura City Manpower Office which is still minimal bas not been supported by adequate human
resources and infrastructure.
Keywords: Protection, fememale Workers, Working Night.

ABSTRAK
Penelitian dilakukan untuk mengetahui menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan
petlindungan hukum terhadap peketja/buruh perempuan yang beketja pada malam hari di
Kota Jayapura dan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam pelaksanaan petlindungan hukum terhadap peketja/buruh
perempuan yang bekerja pada malam hari di Kota Jayapura. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empirik. Kedua metode
pendekatan ini dipergunakan secara bersama-sama karena dalam melakukan penelitian ini
yang diteliti bukan hanya ketentuan perundang-undangan dalam bidang perlindungan
hukum peketja/buruh perempuan yang bekerja malam hari akan tetapi menyangkut
penerapan ketentuan di dalam masyarakat terutama hak-hak pekerja/buruh perempuan
yang bekerja pada malam hari. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
petlindungan hukum terhadap peketja/buruh perempuan yang beketja pada malam hari
seperti perlindungan upah, jaminan kesehatan, cuti, tunjangan hari raya, perlindungan jam
kerja, jaminan keamanan dan keselamatan pada Bar New Karisma dan Bilyard Score 88
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belum sepenuhnya dilaksanakan pemberian hak-hak peketja/buruh perempuan yang
bekerja malam hari. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
petlindungan hukum terhadap perempuan yang bekerja malam hari antara lain substansi
hukum secara nacional sudah memadai namun tidak didukung oleh Peraturan Daerah Kota
Jayapura tentang Jaminan bagi Pekerja/buruh perempuan bekerja malam hari, selain itu
budaya hukum masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan yang bekerja di usaha
bilyard malam hari membawa stigma negatif bagi peketja/buruh tesebut dan pengawasan
dari pihak Disnaker Kota Jayapura yang masih minim belum didukung dengan sumber daya
manusia dan sarana prasarana yang memadai.
Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja Perempuan, Bekerja Malam hari.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan perempuan yang bekerja ini pada
ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya
disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) yaitu : “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang
kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa perempuan itu
mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagaketjaan ditentukan bahwa Setiap peketja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan). Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin
mempetjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan
antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.

Penulis tertarik untuk meneliti beberapa bar, café dan restaurant di Kota Jayapura yang
mempekerjakan peketja/buruh perempuan yang mempunyai shift ketja malam hari dati jam 21.00
wit hingga jam 03.00 wit pagi. Shift kerja yang demikian membuat perempuan yang mendapatkan
giliran jaga pada jam tersebut mempunyai risiko kerja yang lebih tinggi dibandingkan rekan kerjanya
yang bekerja pada shift yang lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiric yang
lasim disebut sosio /legal research. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang
mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat atau bagaimana
hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normative dan yuridis empiris.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peketja/buruh perempuan yang beketja pada
malam hari di Kota Jayapura. Sementara, sampel dalam penelitian ini dijadikan sebagai responden
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dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 orang yang terdiri dari Pelaku usaha, Pekerja/buruh
Perempuan, Bidang Pengawasan Disnaker Kota Jayapura.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Studi Lapangan, Studi
kepustakaan. Sementara, dalam penelitian penulis akan memilih metode analisis data kualitatif yaitu
analisis berupa kalimat dan uraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Petlindungan Hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada
malam hari di Kota Jayapura

Perlindungan Upah

Terkait dengan pemberian upah dari 3 lokasi ketja yang penulis temui, terdapat perbedaan
sistim upah yang diterapkan. Misalnya pada bar New Kharisma besarnya berdasarkan premi, fee
dari minuman dan bookingan. Untuk Bilyard Score 88 ditetapkan per bulan sebesar 2.800.000.-
(dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sementara untuk perawat pada RS. Bhayangkara dikenakan
upah untuk tahun pertama sebesar 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, dan
setelah masa kerja di atas satu tahun, akan ada kenaikan upah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa besaran
penghasilan yang diterima peketja/buruh pada tiga lokasi ini per bulan kurang lebih telah mencapai
besaran upah minimum provinsi schingga petlindungan upah terhadap peketja/buruh di kota
Jayapura tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasa 88 Undang-undang
ketenagakerjaan.

Jaminan Kesehatan (BPJ]S)

Pada Bar New Karisma berdasarkan hasil penelitian khusus mengenai jaminan kesehatan
tidak dituangkan dalam perjanjian bersama antara peketja/buruh dan pengusaha sehingga jaminan
kesehatan bagi peketja/buruh yang beketja di Bar New Karisma tidak dijalankan sebagaimana
ketentuan peraturan tersebut.

Berbeda halnya dengan Perusahaan Central Plaza yaitu Bilyard score 88 berdasarkan hasil
wawancara dengan Supervisior mengatakan bahwa karyawan yang bekerja pada Bilyar score 88
dijamin dengan BPJS, cuti serta tunjangan hari raya (THR) (Hasil Wawancara dengan Arif selaku
Supervisior pada Bob Score 88 Kotaraja pada hari senin tanggal 9 Juli 2018).

Non Diskriminasi

Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang terpaksa harus bekerja untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitanya dengan perempuan yang bekerja ini pada
ketentuan pasal 5 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya
disebut Undang-undang Ketenagakerjaan) yaitu : ” setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan pasal 5 ini membuka peluang
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kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa perempuan itu
mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang
ketenagakerjaan ditentukan bahwa “setiap peketja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang
sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Peketja/buruh  berhak memperoleh petlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha.” Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas
ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-
laki dan perempuan dalam dunia kerja.

Jam Kerja

Pada umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja perempuan yang bekerja di Bar
New Kharisma, Score 88 dan Perawat RS. Bhayangkara tidak begitu berat, karena rutinitas
pekerjaan yang dilakukan kurang lebih sama dengan pekerjaan yang dilakukan pada siang hari. Akan
tetapi yang menjadi masalah adalah adanya shift kerja malam yang baru mulai jam 20.00 dan
berakhir pada jam 03.00 bahkan sampai jam 07 pagi.

Berdasarkan pengakuan dari pekerja Bar New Kharisma, Score 88 dan Perawat RS.
Bhayangkara, menggunakan kerja shif yaitu rata-rata pukul 07.00-14, 14.00-20 dan 20.00-03 atau 07
pagi hari.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Untuk menjaga keamanan dan kesusilaan selama di tempat kerja, maka Bar New Kharisma
Bilyard dan Bilyard Score 88 mempekerjakan sejumlah Satpam yang bertugas untuk menjaga
keamanan para karyawan dan tamu di kedua tempat ini. Sementara untuk keamanan pada RS.
Bhayangkara sudah dijamin dengan adanya anggota polisi yang selalu betjaga/piket di pos penjagaan
yang telah disiapkan. Dengan adanya para.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh
Perempuan yang Bekerja Malam Hari di Bar New Karisma
Substansi Hukum

Secara hukum perlindungan terhadap perempuan yang bekerja di malam hari didasarkan
pada dua buah peraturan perundang-undangan. Pertama, Pasal 76 ayat (1) (2) (3) dan (4) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 224/Men/2003 Tentang Kewajiban
Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai
Dengan Pukul 07.00.

131



Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura

Dari wawancara yang dilakukan dengan bagian pengawasan ketenagakerjaan, dapat
diketahui bahwa Bar New Kharisma Bilyard belum pernah melaporkan tentang adanya tenaga
ketja perempuan yang bekerja di malam hari kususnya pada bagian penjaga Bilyad. Bahkan ironisnya
lagi, ternyata pihak Bar New Kharisma belum pernah melaporkan mengenai usahanya itu kepada
pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Sehingga ketika peneliti ingin mendapatkan informasi
mengenai Usaha Bilyard pada Bar New Kharisma, mereka tidak memiliki informasi tersebut.

Sumber Daya Manusia
Pekerja/buruh

Hambatan dari tenaga kerja itu umumnya dikarenakan tingkat pendidikan tenaga kerja yang
rendah, untuk mencukupi kebutuhan, tenaga kerja biasanya mengesampingkan hak-hak yang
scharusnya diperoleh agar mendapatkan upah yang utuh, kurangnya pengetahuan tenaga ketja
perempuan mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan yang melindungi tenaga kerja
perempuan itu sendiri.

Kaum perempuan yang rela bekerja di malam hari identik dengan orang-orang dari kalangan
menengah ke bawah. Sebagai kalangan menengah ke bawah mereka biasanya tidak mampu untuk
mencapal jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu kemamuan mereka terbatas mengenai hal-hal
yang bersifat peraturan perundang-undangan atau apapun yang berkaitan dengan hukum.

Pengusaha

Hambatan yang berasal dan pihak pengusaha adalah kurang mempedulikan hal-hal yang
bersifat memberikan efek yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Seperti diketahui bahwa semua
kewajiban yang dibebankan kepada pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di
malam hari, bersifat pengeluaran bagi pengusaha, antara lain penyediaan makanan dan minuman
yang bergizi, penyediaan fasilitas antar jemput, penyediaan kamar mandi/WC yang terpisah antara
laki-laki dan perempuan, dan lain-lain, semuanya merupakan sumber pengeluaran bagi pengusaha

Pemerintah

Hambatan yang berasal dan pemerintah disebabkan karena kurangnya penerangan dari
pihak yang terkait yaitu Departemen Tenaga Kerja mengenai Hukum Ketenagakerjaan baik pada
pengusaha maupun pada tenaga kerja perempuan itu sendiri maupun jenis-jenis pekerjaanya. Di
samping itu kurangnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga
kerja perempuan di malam hari merupakan salah satu penyebab banyaknya penyelewengan yang
dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan wanita di malam hari.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
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1. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peketja/buruh perempuan yang bekerja
pada malam hari seperti perlindungan upah, jaminan kesehatan, cuti, tunjangan hari raya,
perlindungan jam kerja, jaminan keamanan dan keselamatan pada Bar New Karisma dan
Bilyard Score 88 belum sepenuhnya dilaksanakan pemberian hak-hak peketja/buruh
perempuan yang bekerja malam hari.

2. terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
perempuan yang bekerja malam hari antara lain substansi hukum secara nacional sudah
memadai namun tidak didukung oleh Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Jaminan
bagi Peketja/buruh perempuan beketja malam hari, selain itu budaya hukum masyarakat
yang masih memandang bahwa perempuan yang bekerja di usaha bilyard malam hari
membawa stigma negatif bagi pekerja/buruh tesebut dan pengawasan dari pihak Disnaker
Kota Jayapura yang masih minim belum didukung dengan sumber daya manusia dan sarana
prasarana yang memadai.

Saran
Berdasarkan temuan yang penulis ungkap dalam penelitian ini maka terdapat beberapa saran
untuk segera dilakukan pembenahan, sebagai berikut:

1. Segera dibuatkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Jaminan Perlindungan
Peketja/buruh Perempuan yang beketrja malam hari  supaya lebih mengoptimalkan
pemberian sanksi yang tegas kepada para pengusaha yang dengan sengaja tidak
melaksanakan hak-hak peketja/buruh perempuan yang bekerja malam hari.

2. Perlu peningkatan sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura khususnya
penambahan pegawai pengawas sehingga dapat membentuk pegawai pengawas spesialis,
petlu penambahan sarana dan prasarana pengujian dalam pelaksanaan perlindungan hukum
dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari.
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